Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang..../2



Menetapkan :

10.

o

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6805);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

L

2
3.
4

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Tengah.

Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Tengah.

6. Asisten.../3
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Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA ialah
Asisten SEKDA Provinsi Papua Tengah.

Biro adalah Biro-Biro pada SETDA Provinsi Papua Tengah.
Bagian adalah Bagian pada Biro-Biro SETDA Provinsi Papua Tengah.

Sub Bagian adalah Sub Bagian yang ada pada Bagian Biro-Biro SETDA
Provinsi Papua Tengah.

Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

SEKDA berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

SETDA merupakan unsur Staf, yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui SEKDA.

SETDA dipimpin oleh SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan

e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi umum.

oo

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

SETDA terdiri atas :
a. SEKDA
b. SEKDA membawahi :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, disebut Asisten I;
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, disebut Asisten II; dan
2. Asisten Administrasi Umum, disebut Asisten III.
c. Asisten I, membawahi :
1. Biro Pemerintahan.../4
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1. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. Biro Hukum;
d. Asisten II, membawahi :
1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
e. Asisten III, membawabhi:
1. Biro Organisasi; dan
2. Biro Umum;
Struktur Organisasi SETDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A, I-

B, I-C, dan I-D, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal 5

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur
dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan pembinaan tugas
penyelenggaraan urusan hukum, kelembagaan Perangkat Daerah,
pemberdayaan perempuan, pemerintahan, perekonomian, pembangunan,
perencanaan, kesejahteraan sosial, aset serta memberikan Pelayanan
Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Kerja Sama kepada seluruh

Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja serta Inspektorat Daerah.

Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

e. pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan
fungsinya,;

f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil
Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretaris Daerah;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur,
Asisten Sekretaris Daerah dan Biro;

c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat
Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;

d. melaksanakan pendistribusian tugas kepada Staf Ahli Gubernur, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;

e. melaksanakan.../5
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melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan
penilaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Wakil

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi
daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah,
kesejahteraan rakyat dan hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah
dan hukum;

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan
rakyat;

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat;

Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya pembangunan serta sumber daya
aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum,;
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang
berkaitan dengan tugasnya.

(3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawabhi :
a. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat; dan
b. Biro Hukum

Paragraf 1
Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan
Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

(1) Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan, otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan.../6
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Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Biro

Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi
khusus;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kesejahteraan rakyat;

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, otonomi khusus dan kesejahteraan rakyat;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan dan otonomi khusus;

e. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat.

Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan;

b. merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi,
dan mengevaluasi fasilitasi administratif Pemerintahan, otonomi khusus dan
kesejahteraan rakyat;

c. merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi,
dan mengevaluasi fasilitasi administratif pengembangan dan pelaksanaan kerja
sama;

d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum serta sub urusan kebakaran;

f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

g. mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;, dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan, Otonomi Khusus dan

Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

a. Bagian Pemerintahan;

b. Bagian Otonomi Khusus; dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan
wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha.

(2) Untuk menyelenggarakan.../7
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan
kerja sama dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan
umum dan kerja sama dan tata usaha;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah,
pemerintahan umum dan kerja sama dan tata usaha;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah,
pemerintahan umum dan kerja sama dan tata usaha; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan kegiatan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan
wilayah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan fasilitasi administratif penyelenggaraan pemerintahan
umum;

d. mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi
administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman,
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;

e. mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi
administratif penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

f. mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi
administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan tata usaha biro;

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas :

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;

b. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama; dan

c. Sub Bagian Pengelola Perbatasan Daerah.

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas

melaksanakan  fasilitasi administrasi Pemerintahan Daerah  dan
penyelenggaraan fasilitasi penataan wilayah.

Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan

Wilayah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang
tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, pengabunggan dan
penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan
ibukota;

b. menyiapkan..../8
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menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan
data wilayah administrasi Pemerintahan;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan
koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi,
pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponomi/rupa
bumi;

menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang
dilaksanakan Kabupaten/Kota;

menyiapakan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi
pemerintahan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;

menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah
mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan rumusan kebijakan dan
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam forum pelaksanaan
penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis adminsitrasi
pertanahan;

melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis
administrasi pertanahan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi
pertanahan;

melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan
kebijakan teknis administrasi pertanahan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

Pasal 10

(I) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengendalian
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah dan kerjasama.
Uraian tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama sebagai berikut:

2

a.

b.

C.

SEE R W

menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Provinsi;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana,
kebakaran serta ganguan ketentraman dan ketertiban;

melaksanakan sistem pengendalian intern;

Mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama
antar daerah;

menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka
penyusunan rencana program Kerjasama antar daerah;

memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum-
forum kerjasama daerah;

. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama antardaerah;

melaksanakan sistem pengendalian intern;
memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;

k. mempersiapkan..../9
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k. mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka kerjasama Luar Negeri
skala Provinsi;

1. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka
penyusunan rencana program kerjasama Luar Negeri;

m. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar Negeri;

pengelolaan administrasi ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala

Daerah /Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar

Negerti;

o. mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk
dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi;

p. mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama
Badan Usaha/Swasta/Pihak Ketiga;

g. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;

r. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kkerjasama Badan
Usaha/Swasta/Pihak Ketiga;

s. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
pemantauan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama
antar pemerintah dan badan usaha/swasta;

t. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan
badan usaha/swasta;

u. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar
pemerintah dan badan usaha/swasta; dan

v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

2

Pasal 11

(1) Sub Bagian Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pada pengelolaan kawasan perbatasan.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Pengelola Perbatasan Daerah sebagai berikut:

b. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Pengelolaan
Perbatasan Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi
kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan SETDA sebagai
bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahunan SETDA;

c. menyiapan bahan perumusan kebijakan dalam forum pelaksanaan
penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pengelolaan
Perbatasan Daerah;

d. melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis
adminsitrasi Pengelolaan Perbatasan Daerah;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang Pengelolaan
Perbatasan Daerah;

f. melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan
kebijakan teknis Pengelolaan Perbatasan Daerah;

g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian
Pengelolaan Perbatasan Daerah; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

(1) Bagian Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD,
pengembangan otonomi khusus dan penataan wurusan, evaluasi dan
penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus.

(2) Untuk menyelenggarakan.../10
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian
Otonomi Khusus mempunyai fungsi :

(4)

a.

e

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala
daerah dan DPRD, pengembangan otonomi khusus dan penataan urusan,
evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi khusus dan
penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi
khusus dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi
khusus dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan
pemerintahan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi
Khusus dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian Otonomi Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

(2)

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dan DPRD dan otonomi

khusus;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan fasilitasi lembaga, instansi pemerintah, dan

legislatif;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pelaksanaan evaluasi otonomi khusus;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan fasilitasi administratif = penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

Bagian Otonomi Khusus terdiri atas :

a. Sub Bagian Daerah Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;

b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Urusan;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan

d. Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mempunyai tugas

Memfasilitasi secara administratif Usul Peresmian Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah, Pimpinan/Anggota DPRD

serta Izin dan Cuti Pejabat Negara.

Uraian Tugas Sub Bagian Daerah Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi,
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai adminsitrasi,
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

d. menyiapkan..../11
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d. menyiapkan bahan analisis data adminsitrasi, pencalonan, pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi adminsitrasi pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;

f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke Luar Negeri
bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;

g. menylapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi
Anggota/Pimpinan DPRD dengan alasan penting; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung

jawabnya.

Pasal 14

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Urusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas

memfasilitasi kunjungan lembaga, Instansi Pemerintah Dan Legislatif ke

Daerah Dan Otonomi Khusus.

Uraian tugas Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan

Urusan sebagai berikut :

a. menyiapakan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan
otonomi khusus dan penataan urusan;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan
otonomi khusus dan penataan urusan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan
urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan
Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi
khusus dan penataan urusan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

Pasal 15

Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan keterangan
pertanggungjawaban Kkepala daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.

Uraian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah sebagai

berikut :

a. menyiapakan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi
Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;

b. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Daerah dan Informasi
Laproan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. menyiapkan bahan evaluasi Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan
Kapasitas Daerah;

e. menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Skala Daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

g. melakukan..../12



